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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTA

HOMOR. : & TAHUN 1997

G

TENTANG )
PERUBATIAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT TI KUTAI NOMOR 16 TAIUN 1905
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN |

HUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KHTAI
a. bahwa sehubungan dengan adanya;ﬂeleks Ment er i

Nomor 061/1557/8J Tanggal 23 Mei 1996 Tantong

Negeri No. 06173320/8J Tanggal 10 Oktobetr~ 19

[y

€

Penambahan Sub = 8Seksi pada Dings Transmigreaoi

Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah "ing!

Kutai maka dipandang perlu adanya peryenpiil

terhadap Peraturan Daerah Kanwpatﬁn Daerah
Kitage Nomor 16 Tahun 19925

b. bahwa untuk maksud huruf a diates, perlu
Perubahan Pertama Peraturan Dasrah Kabupat-=
Tingkat II Kutai Nomor 16 Tahun 1995 Tentang
tukan Organisasi dan‘'Tata Kerja Dinas T:angs
dan Pemukiman Perambah Hutan, Kabupater
Tingkat IT Kutal vang diatur dalam suatu
Daerah i

1. Undang-Undang R.I. Nomcor 27 Tahurn 1959 Teni anc
tapan Undang-Undang Darurat MWomcr 3 Tahun 1972
tang Pembentukan Deaerah Tinghka t I1I Kalimant®an

rapn Negara R.I. Nomor: 2 Tahun wu), sebags i  Inda

Undang: ;

e

Undanh-Undang Rulie Nomor, 3. @abun 197
Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi ;

3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 Tenting

pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara

230

Nomor 32 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 3037) :

4. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1974 Tenteng
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara R.I. Tahuh
Nomor 55) .
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997
Penyelenggaraan Transmigrasi ;

Peraturan Pemerintah EK.I. Nomor 45 Tahun 197
Penyelenggaraan Otonomi Daerab dengan tit
pada Daerah Tingkat II (Lembaran Hegara R.I

Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara R

2486 ;

Peraturan Pemerintah E.I. Nomor 8 Tahun 13¢5
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepad:
puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 Tentn
dinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan
Perambhah Hutan ; :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 T~

Tentang

2 Tentang
ik herat
Nomor 77

T Tomor

Tenteng

3 P
2] (Cua
ng Kocr-

Pemulriman

hun 1093

Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturin Dasrah

Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tn
Tentang Pelaksana Proyek Percontohan Otoncon
Tingkat II1

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tn
Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pal
Tingkat IT Percontohan ;

¥eputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman
Hutan Nomor 05/MEN/1995 Tentang Penyerahan

Urusan Pemerintah Dalam Bidang Transmig-®
Pemukiman Perambah Hutan kepada Pemerint~

~Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan

Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1II Ku

MEMUTUSEKEAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGFAT
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAIT DAEERAH
DAERAH TINGRKAT II KUTAI NOMOR 15 TAFUN 199"
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TRA
DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN KARUPATEN DAERAH TINGKAT TIT
KUTAT .
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Pasal I

ituran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Futai Nomor 16 Tal:i: 1705

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Trans smigresi dan
Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai -ancg Jigah-
kan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ¥aliuvc-n
Timur Nomor 061-I11.1-384 Tanggal 31 Juli 1995 dan diundencitan  da
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1% 7"ahun 1
vang diubah pertama kalinya sebagai bherikut
A. TFasal 6 ayat (1) huruF c ditambah 2 (Dua) Sub Seksi, hurvf ¢ ditam-
bah 1 (8atu) Sub Seksi, huruf e ditambah 1 (Satu) Sub Fai lan
huruf £ ditambah 3 (Tiga) Sub Seksi, sehingga barubah arus

dibaca

e, \ehgl Program dan, BEvaluasi, terdiri atas
Sub Sekgi Program 3
- Sub Seksi Evaluasi ;
- Sub Seksi Pengolahan Data ;
- Sub Seksi Pelaporan

d. Seksl Penempatan, terdiri atas
Sub Seksi Penerangan dan Penyuluhan .
- Sub Seksi Pendaftaran dan Seksi ;
Sub Seksi Penempatan dan Perbekalan ;
- Sub Seksi Partisipasi Masyarakat ;
Seksi Pemukiman, terdiri atas

- Sub Seksi Penylapan Lokasi Transabangdep dan TEM 3
- Sub Seksi Lahan dan Prasarana >

- Sub Seksi Bangunan dan Sarana 2

- 5Sub Seksi Penataan ILingkungan

f. Seksi Pembinaan, terdiri atas

- Sub Seksi Bina Pemerintah Desa ;

- Sub Seksi Pelayanan Transmigrasi 3
- Bub Seksi Bina Ekonomi ; oo
- Sub Seksi Bina Produksi ; :

- Sub Seksi Pelayanan Masyarakat dan Dunia Uﬁaha }
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Pasal 1II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tangga 3 Pébruari 1997.

DEWAN.. PFRWAKILAN RAKYAT DAERAH fé
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KFTUA

" HiM. RLFAT SALMANI. DRS={.A.M. SULAIMAN.
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